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Abstrak
Pelaksanaan otonomi daerah perlu dikaji dengan bersandar pada prinsip
keterbukaan dalam negara demokrasi yang salah satu unsurnya adalah hak-hak masyarakat
untuk berperan serta dalam pemerintahan, dalam konteks ini bias dipaparkan partisipasi
masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai model
pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Partisipasi Masyarakat, Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.
PENDAHULUAN
Setelah Indonesia memasuki masa
reformasi pada tahun 1998, aspirasi
mengenai otonomi daerah dan
desentralisasi muncul melalui Sidang
MPR tahun 1998 yang dituangkan dalam
Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Desentralisasi dan
otonomi daerah yang berlangsung sejak 1
Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang
menimbulkan perubahan mendasar pada
hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah, sekaligus mengubah perilaku
sebagian masyarakat yang sebelumnya
hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan,
pemerintah pusat di jakarta.
Pentingnya desentralisasi dan
otonomi daerah mungkin dapat
disejajarkan dengan proses demokratisasi
yang begitu drastis pada tahun 1998.
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Desentralisasi memang merupakan
konsekuensi logis dari munculnya
kehidupan demokrasi di Indonesia sejak
berakhirnya rezim orde baru.
Kompleksitas proses desentralisasi di
Indonesia dapat digambarkan dengan
peralihan kewenangan dari satu
pemerintah pusat yang sangat dominan ke
lebih dari 400 pemerintah kabupaten/
kota, terjadi transfer lebih dari 2 Juta
pengawai negeri sipil, serta beralihnya
mayoritas kewenangan pemerintahan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah1.
Organisasi yang besar dan
kompleks seperti negara Indonesia tidak
akan efisien jika semua kewenangan
politik dan administrasi diletakkan pada
pemerintah pusat karena akan
menimbulkan beban yang sangat berat.
Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan
secara dekonsentrasi kepada para
pejabatnya di beberapa wilayah negara.
Agar kewenangan tersebut dapat
diimplementasikan secara efisien dan
akuntabel, maka sebagian kewenangan
politik dan administrasi perlu diserahkan
pada jenjang organisasi yang lebih rendah.
1 Ni’matul Huda, 2010. Hukum
Pemerintahan Daerah. Bandung:
Nusa Media.hal 92 - 93
Karena jenjang hirarki yang lebih rendah,
dalam hal ini pemerintah daerah diserahi
kewenangan secara penuh, baik politik
dan administrasi, maka pada jenjang
organisasi yang diberi penyerahan
wewenang tersebut timbul otonomi. Jadi
otonomi daerah adalah konsekuensi logis
dari penerapan asas desentralisasi pada
pemerintah daerah2.
Bagi aparatur pemerintah daerah
yang berfungsi sebagai pengelola
pemerintahan daerah, maka substansi
otonomi daerah ini sangat penting karena
reformasi dalam sistem pemerintahan
desentralisasi di daerah tentang
pembangunan ekonomi dapat dilihat
dalam aspek sistem pengaturan, politik,
dan keuangan yang menjadi tanggung
jawab pemerintah kota dan kabupaten 3.
Namun demikian, setelah 17 (tujuh belas)
tahun lebih perjalanan otonomi daerah,
ada  satu catatan penting yaitu otonomi
2 Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan
Praktik Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah. Jakarta: P.T. Gramedia
Widiasarana Indonesia.hal 8- 9
3 HAW. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan
Otonomi Di Indonesia. Jakarta: P.T.
RajaGrafindo Persada.hal 5
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daerah seolah-olah menimbulkan hal-hal
negatif. Otonomi daerah dianggap
menimbulkan dampak disintegrasi
nasional dan ketegangan antara pusat dan
daerah, konflik antar daerah, merebaknya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan
munculnya dinasti politik. Di samping itu,
dianggap pula telah menimbulkan
kesenjangan antar daerah serta kemiskinan
yang semakin mendalam.
METODE PENELITIAN
Penelitian yang penulis susun
merupakan penelitian deskriptif. Adapun
tipologi penelitian hukumnya termasuk
penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Dalam penelitian deskriptif,
kegiatan tidak hanya terbatas pada
pengumpulan data dan penggunaannya,
tetapi lebih penting adalah analisis dan
interpretasi atas data yang telah didapat
agar dapat diketahui maksudnya4 .
Dalam usaha untuk menjelaskan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan
4 Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji.
1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali
Press.hal 15
Belanja Daerah (APBD), penulis
menggunakan pendekatan yuridis normatif
yaitu penelitian yang menitikberatkan
aspek norma dan menggunakan data
sekunder sebagai bahan analisisnya
meliputi teori hukum dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggara negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari bahan
pustaka. Adapun data sekunder dalam
penelitian ini berupa keterangan dari
bahan-bahan kepustakaan dari beberapa
buku, jurnal dan internet yang mengulas
mengenai partisipasi masyarakat,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Otonomi Daerah.
Partisipasi Masyarakat
Harus diakui partisipasi
merupakan bagian yang penting dalam
proses penyelenggaraan kehidupan,
namun seringkali partisipasi ini belum
bisa dirumuskan posisi dan artinya. Hal ini
karena keseluruhan daur penyelenggaraan
tidak dipahami sehingga di mana
partisipasi harus ditempatkan dari sampai
di mana harus dilakukan menjadi kabur
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dan melantur5. Dalam konteks ini yang
dimaksud adalah partisipasi masyarakat
dalam pemerintahan.
Oleh Karena itu untuk memahami
partisipasi adalah dengan menggunakan
“tangga partisipasi”. Tangga partisipasi
memperlihatkan relasi antara masyarakat
dengan pemerintah dalam formulasi dan
pelaksanaan kebijakan publik. New
Economic Foundation sebagaimana
dikutip oleh Suhirman (2003: 7),
merumuskan tangga partisipasi dari yang
terendah sampai tertinggi sebagai berikut:
a) Manipulasi, pemerintah memberikan
informasi, dalam banyak hal berupa
informasi dan kepercayaan yang keliru
(false assumsion), kepada warga.
Dalam beberapa hal pemerintah
melakukan mobilisasi warga yang
mendukung/ dibuat mendukung
keputusannya untuk menunjukkan
bahwa kebijakannya populer
(memperoleh dukungan);
b) Penentraman, pemerintah
memberikan informasi dengan tujuan
agar warga tidak memberikan
5 Hetifah Sj Sumanto. 2004. Inovasi,
Partisipasi dan Good Governance.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.hal
187
perlawanan atas keputusan yang telah
ditetapkan. Pemberian informasi
seringkali didukung oleh pengerahan
kekuatan (baik hukum maupun
psikologis);
c) Sosialisasi, pemerintah memberikan
informasi mengenai keputusan yang
telah dibuat dan mengajak warga untuk
melaksanakan keputusan tersebut;
d) Konsultasi, pemerintah meminta saran
dan kritik dari masyarakat sebelum
suatu keputusan ditetapkan;
e) Kemitraan, masyarakat dilibatkan
untuk merancang dan mengambil
keputusan bersama dengan pemerintah;
f) Pendelegasian kekuasaan, pemerintah
mendelegasikan keputusan untuk
ditetapkan oleh warga;
g) Pengawasan oleh warga, warga
memiliki kekuasaan mengawasi secara
langsung keputusan yang telah diambil
dan menolak pelaksanaan keputusan
yang bertentangan dengan tujuan yang
telah ditetapkan.
Dalam tangga partisipasi, para
praktisi berpendapat bahwa konsep
manipulasi pada dasarnya bukanlah
partisipasi. Penentraman, informasi, dan
konsultasi pada dasarnya adalah bentuk
lain dari tokemisme yaitu kebijakan
sekedarnya berupa upaya superficial
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(dangkal, pada permukaan) atau tindakan
simbolis dalam pencapaian suatu tujuan.
Sedangkan kemitraan, pendelegasian
kekuasaan, dan pengawasan oleh warga
diterima sebagai wujud dari kekuasaan
dan partisipasi. Selain itu tangga yang
paling tinggi merupakan wujud dari
kualitas partisipasi yang lebih tinggi.
Ketika berbicara mengenai
partisipasi, yang perlu diingat adalah
bahwa partisipasi merupakan hak, bukan
suatu kewajiban. Sebagai hak, partisipasi
bisa dibaca dalam Pasal 21 The
Declaration Universal of Human Right
(1948). Ketentuan itu paralel dengan jiwa
Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan
Pasal 28 UUD 1945, sebagai landasan
kokoh bagi hadirnya partisipasi rakyat
untuk bisa mengawasi gerak langkah
pembangunan. Pada sisi sosial dan politik
partisipasi bisa dipahami sebagai
kenyataan obyektif yang tidak bisa
dihindarkan dari eksistensi pembangunan
itu sendiri6.
Dalam konteks Indonesia, istilah
yang digunakan untuk menunjuk konsep
di atas adalah “peran serta masyarakat”
6 Alexander Abe. 2004. Perencanaan
Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.hal 39
sebagaimana diintroduksir dalam PP No.
68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Negara. Yang
dimaksud dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu
penyelenggara negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sedangkan maksud peran serta
masyarakat tersebut untuk mewujudkan
hak dan tanggung jawab masyarakat
dalam penyelenggaraan negara yang
bersih. Pada pasal 1 ayat (2) PP No. 68
Tahun 1999 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan peran serta masyarakat
adalah peran aktif masyarakat untuk ikut
serta mewujudkan penyelenggara Negara
yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan
menaati norma hukum, moral, dan sosial
yang berlaku dalam masyarakat.
Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) telah
dijelaskan mengenai peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan
Negara dilaksanakan dalam bentuk:
a) Hak mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi mengenai
penyelenggaraan negara;
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b) Hak untuk memperoleh pelayanan
yang sama dan adil dari
Penyelenggara Negara;
c) Hak menyampaikan saran dan
pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan Penyelenggara
Negara; dan
d) Hak untuk memperoleh perlindungan
hukum dalam hal:
(1) Melaksanakan halnya
sebagaimana yang dimaksud
dalam angka 1,2, dan 3;
(2) Diminta hadir dalam proses
penyelidikan, penyidikan, dan
disidang pengadilan sebagai
saksi pelapor, saksi, atau saksi
ahli, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Hal ini sesuai dengan
prinsip keterbukaan dalam negara
demokrasi yang mengharuskan
penyelenggara negara membuka
diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak
diskriminatif mengenai
penyelenggara negara, maka
dalam Peraturan Pemerintah ini
diatur mengenai hak dan
kewajiban masyarakat dan
penyelenggara negara secara
berimbang.
Begitu pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan daerah harus
bisa dipahami sebagai realita yang
harus dikaji demi terwujudnya
Good Governance. Berbagai
pengalaman pembangunan daerah
menunjukkan bahwa tanpa
partisipasi masyarakat:
a) Pemerintah daerah
kekurangan petunjuk
mengenai kebutuhan dan
keinginan warganya;
b) Investasi yang ditanamkan di
daerah tidak mengungkapkan
prioritas kebutuhan warga
kota;
c) Sumber-sumber daya publik
yang langka tidak digunakan
secara optimal;
d) Sumber-sumber daya
masyarakat yang potensial
untuk memperbaiki kualitas
hidup masyarakat daerah tidak
tertangkap;
e) Standar-standar dalam
merancang pelayanan dan
prasarana yang tidak tepat;
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f) Fasilitas-fasilitas yang ada
digunakan di bawah
kemampuan dan ditempatkan
pada tempat-tempat yang
salah7.
Dalam hal ini arah pemikiran
adalah pengawasan masyarakat terhadap
pemerintah daerah. Pemerintah daerah
merupakan subsistem pemerintahan
nasional dalam struktur wilayah negara
Indonesia. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pemerintahan daerah
tidak boleh keluar dari koridor negara
kesatuan. Agar pemerintah daerah tetap
berada dalam sistem negara kesatuan,
perlu adanya pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah8 (Hanif Nurcholis, 2005: 193).
Dalam konteks ini pengawasan
yang dimaksud adalah pengawasan
masyarakat terhadap pemerintah daerah
7 Hetifah Sj Sumanto. 2004. Inovasi,
Partisipasi dan Good Governance.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.hal
128
8 Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan
Praktik Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah. Jakarta: P.T. Gramedia
Widiasarana Indonesia.hal 193
kaitannya dengan APBD. Landasan
berfikirnya adalah bertitik tolak dari
seringnya penyalahgunaan wewenang oleh
Legislatif dan Eksekutif dalam proses
penyusunan dan pelaksanaan APBD,
harus menjadi pelajaran bagi masyarakat
untuk selalu melakukan pengawasan
terhadap mereka. Ada 3 (tiga) alasan
mengapa masyarakat harus mengawasi
proses penyusunan dan pelaksanaan
APBD. Pertama, karena dana APBD
didapatkan dari uang rakyat melalui pajak,
retribusi dll, sehingga persoalan APBD
adalah persoalan rakyat. Kedua,
pengawasan diperlukan untuk mencegah
penyalahgunaan APBD. Ketiga,
mengawasi dan memperjuangkan APBD
digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat9. Dalam hal ini,
pengawasan masyarakat sebagai salah satu
bentuk partisipasi dalam kegiatan
pemerintahan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Salah satu aspek dari pemerintah
daerah yang harus diatur secara hati-hati
adalah masalah anggaran daerah. Dalam
9 Ihkwan Fahrojih et.al. 2005. Panduan
Memahami APBD. Malang: Yappika.hal
21
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hal ini, anggaran daerah terwujud dalam
bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Sedangkan Ihkwan
Fahrojih et.al. (2005: 4) menjelaskan
bahwa APBD adalah rencana pendapatan
dan belanja suatu daerah untuk satu tahun
berjalan (1 periode) yang ditetapkan
dengan peraturan daerah (Perda).
Di sisi lain, HAW.Widjaja (2005:
263) menjelaskan bahwa APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah dalam masa satu tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember. Sehubungan dengan
hal tersebut, di dalam penyelenggaraan
otonomi daerah, maka suatu daerah
mencari sumber-sumber pendapatan guna
memenuhi atau meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan.
APBD adalah daulat rakyat yang
dipercayakan kepada pemerintah daerah.
Artinya, rakyat yang mempunyai hak dan
kuasa atas APBD, karena uang yang
dikumpulkan lewat APBD berasal dari
rakyat dan harus dipergunakan untuk
kepentingan rakyat, pola pemikiran seperti
ini harus dimiliki oleh pejabat eksekutif
maupun anggota dewan yang terhormat
sebagai unsur legislatif. APBD dibuat
untuk membiayai seluruh belanja rutin
pegawai dan kegiatan daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada
kenyataannya APBD lebih banyak
dipergunakan untuk kepentingan elit
birokrasi atau DPRD atau golongan
tertentu saja. Oleh karenanya, APBD
harus segera dikembalikan pada
peruntukannya yang sejati, yaitu dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
(Ikhwan Fahrojih et.al., 2005: 21).
Dalam konteks ini Rinusu dan Sri
Mastuti (2003: 53) berpendapat bahwa
Indikator dari sebuah proses penyusunan
anggaran yang baik adalah:
a) Masyarakat terlibat dan dilibatkan
secara partisipastif dalam penyusunan
draft anggaran sejak level paling
bawah;
b) Usulan dari masyarakat diakomodir
dan dijadikan dasar dalam
penyusunan APBD;
c) Penyusunan APBD harus didasarkan
atas kebutuhan dan alokasi riil;
d) Adanya UU atau peraturan yang
mengatur mekanisme penyusunan
anggaran dan menjamin ruang bagi
publik untuk terlibat di dalam
penyusunan tersebut, serta ada
kepastian bahwa UU ini ditegakkan.
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Ada satu paradigma (pedoman
dasar) yang harus dijadikan acuan dalam
menyusun APBD di era reformasi.
Dengan paradigma ini diharapkan proses
penyusunan APBD tidak hanya sekedar
“merangkai” satuan-satuan angka berikut
peruntukannya. Terlebih di era reformasi,
di mana semua yang termaktub dalam
anggaran daerah senantiasa harus
berdasarkan pada kepentingan masyarakat.
Berikut paradigma yang dimaksud:
a) Anggaran daerah harus bertumpu pada
kepentingan masyarakat sesuai
dengan prinsip anggaran publik;
b) Anggaran daerah harus dikelola
dengan hasil yang baik dan biaya
rendah (work better and cost less);
c) Anggaran daerah harus mampu
memberikan transparansi dan
akuntabilitas secara rasional untuk
keseluruhan siklus anggaran;
d) Anggaran daerah harus dikelola
dengan pendekatan kinerja
(performance Oriented) untuk
seluruh jenis pengeluaran maupun
pendapatan;
e) Anggaran daerah harus mampu
menumbuhkan profesionalitas kerja
setiap organisasi yang terkait;
f) Anggaran daerah harus dapat
memberikan keleluasaan bagi para
pelaksananya untuk memaksimalkan
pengelolaan dananya dengan
mempertimbangkan prinsip “value
for Money”.(Ihkwan Fahrojih et.al.,
2005: 36).
Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
Dalam menjalankan
pengelolaan pemerintahan daerah harus
disertai dengan tanggung jawab
masyarakat sehingga memenuhi harapan
masyarakat di daerah. Hal yang sama juga
fungsi pengawasan yang di lakukan oleh
legislatif dan masyarakat sehingga perlu
transparansi dalam mengelola sumber
daya pemerintahan daerah (HAW.Widjaja,
2005: 5). Dalam konteks ini, pengawasan
masyarakat merupakan salah satu bentuk
dari partisipasi masyarakat.
Paradigma baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yaitu dari sentralistik ke desentralistik
membutuhkan kematangan konsep
pembangunan untuk memajukan
pertumbuhan ekonomi wilayah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
daerah yang bersangkutan. Kematangan
konsep tersebut menjadi penting manakala
disadari bahwa di dalam masyarakat
terdapat 4 (empat) pemegang peran
(stakeholders) yaitu pemerintah,
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komunitas politik, pelaku bisnis, dan
masyarakat sipil (Sunyoto Usman, 2002:
245). Keempat stakeholders tersebut
masing-masing memiliki fungsi yang
berbeda tetapi sesungguhnya saling
berkaitan satu sama lain.
Menurut Sunyoto Usman (2002:
245), ada lagi bagian dari stakeholders
yang dikategorikan sebagai kalangan yang
bergerak dalam sektor sukarela, antara lain
meliputi: lembaga swadaya masyarakat,
organisasi keagamaan dan kelompok
professional. Mereka bisa menjadi agen
perubahan sekaligus merupakan fungsi
kontrol terhadap kinerja pemerintah,
komunitas politik, dan pelaku bisnis.
Lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dalam bidang pemerintahan daerah
khususnya berhubungan dengan
penyusunan APBD terlibat secara
langsung sebagai fasilisator dan pada
tahap evalusi LSM juga melakukan kajian
terhadap pelaksanaan APBD, sehingga
saat ini banyak kasus penyelewengan
APBD berhasil terungkap salah satunya
karena hasil evaluasi yang dilakukan
LSM. Selanjutnya organisasi keagamaan
disini memiliki fungsi sebagai penggerak
sekaligus memfasilitasi penyuluhan
bidang keagamaan, sementara itu
kalangan professional dengan pengalaman
yang cukup dalam bidang bisnis dan bekal
pendidikan yang memadai akan mampu
memberikan konsep pembangunan yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat
bukan semata-mata mengikuti instruksi
dari pejabat di daerah ataupun pejabat
pemerintah pusat.
Permasalahan di daerah semakin
kompleks, yaitu selain tuntutan
peningkatan terhadap kualitas pelayanan
masyarakat, di satu sisi pemerintah daerah
saat ini juga dihadapkan pada tuntutan
penyelenggaraan good governance atau
tata pemerintahan yang baik, sebagai
suatu mekanisme pengelolaan sumber
daya ekonomi dan sosial yang melibatkan
tidak hanya sektor pemerintah daerah
tetapi juga sektor swasta dan masyarakat
yang didasarkan pada prinsip partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas. Tuntutan
atas penyelenggaraan good governance
saat ini juga didorong oleh keinginan
masyarakat untuk terlibat secara luas
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Berbagai peraturan telah dibuat
untuk mendukung terselenggaranya good
governance dimana partisipasi masyarakat
diharapkan mendukung pengembangan
otonomi daerah seperti undang-undang,
Peraturan pemerintah, Ketetapan MPR
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dan ketentuan lainnya yang berkaitan
dengan proses terciptanya otonomi daerah.
Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya
berarti pemberian kewenangan dan
keleluasaan (diskresi) kepada daerah
untuk mengelola dan memanfaatkan
sumber daya daerah secara optimal. Agar
tidak terjadi penyimpangan dan
penyelewengan, pemberian wewenang
dan keleluasaan tersebut harus diikuti
dengan pengawasan.yang kuat
(Mardiasmo, 2002: 214). Sementara itu
Syaukani, H.R. et.al. (2002: 21)
berpendapat bahwa pemberian
kewenangan (devolution of authority)
kepada daerah merupakan sesuatu
kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat
dihindari, hal ini karena tingginya tingkat
fragmentasi sosial dalam sebuah negara.
Salah satu bentuk nyata dari
partisipasi masyarakat terhadap
pelaksanaan otonomi daerah adalah
dengan adanya pengawasan masyarakat.
Dalam konteks ini, pengawasan itu
muncul dari masyarakat sehingga mampu
mengatasi distorsi persepsi yang terjadi
sekaligus sebagai koridor yang harus
dilalui untuk mengimplementasikan
otonomi daerah melalui proses
pembentukan peraturan daerah.
Pengawasan masyarakat dalam proses
legislasi daerah tersebut menjadi salah
satu elemen penting dalam struktur
masyarakat madani. Agar struktur tersebut
dapat tercipta maka masyarakat harus
dipersiapkan dan diberdayakan agar dapat
menjalankan fungsi pengawasan secara
efektif.  Pemberdayaan partisipasi
masyarakat harus diwujudkan untuk
mengubah eforia menjadi kesadaran
kolektif masyarakat.
Belajar dari pengalaman
pelaksanaan otonomi daerah di masa lalu,
yang ternyata belum mampu menciptakan
sebuah pemerintahan daerah yang
berorientasi  kepada kesejahteraan
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
kurang memperhatikan potensi serta
keanekaragaman daerah, maka
pelaksanaan otonomi daerah perlu dikaji
dengan bersandar pada prinsip
keterbukaan dalam negara demokrasi yang
salah satu unsurnya adalah hak-hak
masyarakat untuk berperan serta dalam
pemerintahan, dalam konteks ini dapat
dipaparkan bahwa otonomi daerah yang
tidak melibatkan partisipasi masyarakat
hanya akan mendatangkan keuntungan
bagi pejabat daerah yang mempunyai
kekuatan secara institusi maupun kekuatan
secara politik.
PENGAWASAN  PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)
Hal 43 - 55
ISSN      : 1693-0819
E-ISSN  : 2549-5275
Jurnal Serambi Hukum Vol. 12 No. 01 Agustus 2017–Januari 2018 54
KESIMPULAN
Tanpa partisipasi masyarakat,
penyelenggaraan otonomi daerah dalam
hal ini kaitannya dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tidak akan mampu memberikan kontribusi
yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat
di daerah. Partisipasi masyarakat juga
merupakan salah satu upaya mewujudkan
pengawasan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
SARAN
Pemberdayaan masyarakat perlu
ditingkatkan dengan jalan memberikan
pengetahuan-pengetahuan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), misalnya bagaimana langkah
praktis mengawasi Aanggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), bagaimana
cara membaca dan menganalisa
Aanggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan bagaimana
mengawasi  pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
sehingga jika ada penyimpangan
masyarakat cukup percaya diri untuk
melaporkan kepada yang berwajib.
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